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Abstract 

This research aims to explore the role of public relations and journalism institutions in enhancing 

transparency and public participation in governance. Transparency and participation are key elements 

that promote accountability and build trust between government and society. Using a mixed-methods 

approach, the study involved in-depth interviews, surveys, and document analysis at several 

government agencies in the district, as well as using a cross-sectional survey to measure public 

perceptions. The results show that public relations plays an important role in providing access to 

accurate and trustworthy information, which in turn improves government accountability. On the other 

hand, journalism serves as an independent watchdog that criticizes public policies and encourages 

community participation through critical coverage. Collaboration between public relations and 

journalism strengthens the government's ability to build positive relationships with the public, which 

is reflected in increased public involvement in decision-making. However, the study also identified 

challenges in terms of budget constraints, resistance to closed organizational cultures, and 

underutilization of technology in public communications. These findings highlight the importance of 

adequate policy support and resources for public relations and journalism to maximize their 

contribution to more open and participatory governance. The results of this study provide strategic 

recommendations to improve transparency and public participation through institutional strengthening 

of public relations and journalism. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kelembagaan kehumasan dan jurnalistik dalam 

meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Transparansi dan 

partisipasi adalah elemen utama yang mendorong akuntabilitas serta membangun kepercayaan antara 

pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan metode campuran, penelitian ini melibatkan 

wawancara mendalam, survei, dan analisis dokumen pada beberapa instansi pemerintah di wilayah 

kabupaten, serta menggunakan survei cross-sectional untuk mengukur persepsi masyarakat. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kehumasan memainkan peran penting dalam menyediakan akses 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas 

pemerintah. Di sisi lain, jurnalistik berfungsi sebagai pengawas independen yang mengkritisi 

kebijakan publik dan mendorong partisipasi masyarakat melalui liputan kritis. Kolaborasi antara 

kehumasan dan jurnalistik memperkuat kemampuan pemerintah dalam membangun hubungan positif 

dengan masyarakat, yang tercermin dari peningkatan keterlibatan publik dalam pengambilan 

keputusan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam hal keterbatasan anggaran, 

resistensi budaya organisasi yang tertutup, dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam komunikasi 

publik. Temuan ini menyoroti pentingnya dukungan kebijakan dan sumber daya yang memadai bagi 

kehumasan dan jurnalistik untuk memaksimalkan kontribusi mereka dalam tata kelola pemerintahan 

yang lebih terbuka dan partisipatif. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk 

meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat melalui penguatan kelembagaan kehumasan 

dan jurnalistik. 
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PENDAHULUAN 

 Dalam era demokrasi yang semakin matang, 

transparansi dan partisipasi masyarakat telah menjadi 

landasan utama dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi tidak lagi 

dipandang sebagai suatu tambahan, melainkan sebagai 

kebutuhan mutlak yang menopang kepercayaan antara 

pemerintah dan warganya. Transparansi, dalam konteks ini, 

bertujuan untuk memberikan akses yang mudah dan terbuka 

kepada publik terhadap kebijakan serta program 

pemerintah. Di sisi lain, partisipasi masyarakat 

memungkinkan adanya interaksi langsung antara warga 

negara dan pengambil kebijakan, yang tidak hanya 

berdampak positif pada akuntabilitas, tetapi juga 

mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih 

responsif terhadap kebutuhan publik (Porumbescu, 2015; 

Chen & Neshkova, 2019). Hal ini menjadi semakin relevan 

di tengah perkembangan teknologi informasi, di mana akses 

informasi dapat tersebar secara cepat dan luas, memberikan 

kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif 

dalam pemerintahan. Kehumasan dan jurnalistik dalam 

pemerintahan adalah elemen penting yang memainkan 

peran krusial dalam menghubungkan pemerintah dengan 

masyarakat. Institusi kehumasan berfungsi untuk mengelola 

informasi dan komunikasi yang berasal dari pemerintah, 

sehingga publik dapat memperoleh pemahaman yang 

komprehensif tentang kebijakan dan program pemerintah. 

Dengan kata lain, kehumasan bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan 

informasi, tetapi juga memahami konteks dari kebijakan-

kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam perspektif 

ini, kehumasan bertindak sebagai ‘penerjemah’ antara 

pemerintah dan masyarakat, yang membantu menjembatani 

perbedaan persepsi serta pandangan yang mungkin timbul 

(Atta, 2023; Alam et al., 2018). 

Selain kehumasan, peran jurnalistik juga tidak 

kalah penting. Jurnalisme, sebagai salah satu pilar 

demokrasi, berfungsi sebagai pengawas independen 

(watchdog) yang memberikan sorotan kritis terhadap 

kebijakan pemerintah. Fungsi pengawasan ini memberikan 

tekanan yang sehat kepada pemerintah untuk menjaga 

akuntabilitas mereka di mata publik. Melalui pemberitaan 

yang objektif dan kritis, jurnalis mampu mengedukasi 

masyarakat mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka 

sebagai warga negara, serta membuka ruang diskusi yang 

mendorong terwujudnya partisipasi aktif dalam proses 

pengambilan keputusan publik (Krah & Mertens, 2020). 

Dengan kata lain, jurnalistik menjadi instrumen penting 

dalam upaya membangun pemerintahan yang responsif dan 

bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. 

Keterbukaan pemerintah, yang diwujudkan 

melalui transparansi, tidak hanya bertujuan untuk 

memberikan akses terhadap informasi publik, tetapi juga 

sebagai strategi untuk membangun kepercayaan antara 

pemerintah dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa 

peningkatan transparansi dapat berdampak langsung pada 

peningkatan akuntabilitas pemerintah, yang pada akhirnya 

mendorong partisipasi masyarakat dalam proses 

pemerintahan (Stanimirović, 2022). Transparansi juga 

memberikan jaminan bahwa kebijakan dan keputusan yang 

diambil oleh pemerintah didasarkan pada kepentingan 

publik, serta mengurangi potensi praktik-praktik korupsi 

dalam pemerintahan. Dalam jangka panjang, transparansi 

membantu membangun ikatan sosial yang kuat antara 

pemerintah dan masyarakat, karena kedua belah pihak 

beroperasi di atas fondasi yang sama—yaitu kepercayaan 

(Chen & Neshkova, 2019). 

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan juga merupakan elemen fundamental dalam 

sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan 

berpartisipasi, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, 

kebutuhan, dan kepentingan mereka secara langsung 

kepada pemerintah. Lebih dari itu, partisipasi 

memungkinkan masyarakat untuk menjadi bagian dari 

proses pengawasan terhadap implementasi kebijakan. 

Dengan demikian, pemerintah bukan lagi entitas yang 

bekerja secara independen, melainkan sebagai 

perpanjangan dari masyarakat itu sendiri. Proses ini 

mengarah pada terciptanya pemerintahan yang lebih 

responsif dan akuntabel, karena keputusan yang diambil 

oleh pemerintah selalu mempertimbangkan masukan dari 

masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

partisipasi yang tinggi berbanding lurus dengan 

peningkatan akuntabilitas pemerintah, yang pada akhirnya 

berdampak positif terhadap kualitas layanan publik 

(Ibrahimy et al., 2023). 

Kendati transparansi dan partisipasi masyarakat 

menawarkan banyak manfaat, terdapat berbagai tantangan 

yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan kedua 

elemen ini. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan 

anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kehumasan dan 

jurnalistik. Dalam banyak kasus, pemerintah mengalami 

kesulitan dalam menyediakan dana yang memadai untuk 

mengelola komunikasi publik, yang sering kali 

membutuhkan teknologi dan infrastruktur digital yang 

canggih. Keterbatasan anggaran ini berdampak langsung 

pada efektivitas kegiatan komunikasi pemerintah, terutama 

dalam konteks era digital saat ini, di mana masyarakat 

semakin menuntut akses terhadap informasi yang real-time 

dan interaktif (Thu et al., 2023). 

Selain masalah anggaran, resistensi budaya 

organisasi yang anti-transformatif juga menjadi kendala. 

Beberapa instansi pemerintahan masih memiliki budaya 

yang cenderung tertutup terhadap perubahan, terutama 

ketika menyangkut pengelolaan informasi publik. Budaya 

ini berpotensi menghambat upaya transparansi, karena para 

pemangku kepentingan enggan membuka akses informasi 

kepada publik. Padahal, dalam era demokrasi modern, 

transparansi adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat 

dihindari. Budaya organisasi yang anti-transformatif ini 

juga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, 

karena pemerintah terlihat tidak responsif terhadap 

kebutuhan dan aspirasi warga (Kumar, 2023). 

Selain itu, tantangan dalam menjaga kepercayaan 

publik juga sangat signifikan. Untuk membangun dan 

mempertahankan kepercayaan publik, pemerintah harus 

secara konsisten menyediakan informasi yang akurat, dapat 

dipercaya, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pada 
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sisi lain, publik juga perlu merasa bahwa partisipasi mereka 

memiliki dampak nyata terhadap proses pengambilan 

keputusan. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka 

tidak didengar atau diabaikan, maka tingkat kepercayaan 

terhadap pemerintah cenderung menurun. Oleh karena itu, 

upaya untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi 

masyarakat harus disertai dengan komitmen untuk menjaga 

kepercayaan publik melalui tindakan yang konsisten dan 

terukur (MacManus et al., 2013). 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, 

diperlukan strategi kelembagaan yang terintegrasi dan 

berkelanjutan dalam bidang kehumasan dan jurnalistik. 

Kelembagaan kehumasan harus memiliki kapasitas yang 

memadai untuk mengelola arus informasi dari pemerintah 

kepada masyarakat. Fungsi kehumasan meliputi manajemen 

informasi, komunikasi interaktif, dan pengelolaan reputasi, 

yang semuanya bertujuan untuk menciptakan pemerintahan 

yang terbuka dan akuntabel. Dengan menyediakan 

informasi yang dapat dipercaya dan relevan, kehumasan 

membantu membangun gambaran positif mengenai 

kebijakan dan program pemerintah, sekaligus menjaga 

reputasi pemerintah di mata publik (Alam et al., 2018). 

Sementara itu, peran jurnalistik dalam 

pemerintahan juga tidak dapat diabaikan. Jurnalis dapat 

berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan 

masyarakat, yang memberikan pandangan kritis terhadap 

kebijakan publik. Liputan jurnalistik yang independen dan 

obyektif membantu mengedukasi masyarakat mengenai 

kebijakan pemerintah serta memberikan ruang bagi warga 

negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka. Lebih dari 

itu, jurnalistik juga berfungsi sebagai alat pengawasan 

terhadap implementasi kebijakan, yang mendorong 

pemerintah untuk tetap bertanggung jawab terhadap kinerja 

mereka (Vanacore et al., 2023). 

Dengan sinergi antara kehumasan dan jurnalistik, 

transparansi dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan 

secara signifikan. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber 

daya yang memadai untuk mendukung kedua institusi ini, 

termasuk dalam hal pelatihan, pengembangan kapasitas, 

serta pemanfaatan teknologi digital. Dalam era di mana 

informasi dapat tersebar dengan cepat, pemerintah harus 

mampu memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses 

informasi yang mudah dan akurat kepada publik. Selain itu, 

diperlukan dukungan struktural yang memungkinkan kedua 

institusi ini untuk beroperasi secara efektif dalam kerangka 

kebijakan yang terintegrasi dan mendukung partisipasi 

masyarakat yang inklusif (Fan & Christensen, 2023). 

Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas bahwa 

kehumasan dan jurnalistik memiliki peran yang sangat 

penting dalam membangun transparansi dan partisipasi 

masyarakat dalam pemerintahan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi strategi kelembagaan yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan kedua aspek tersebut, 

dengan harapan dapat memperkuat hubungan antara 

pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan 

sebuah studi yang mendalam mengenai “Strategi 

Kelembagaan Kehumasan dan Jurnalistik untuk 

Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat 

dalam Pemerintahan,” guna mengatasi tantangan-tantangan 

yang dihadapi dan memastikan bahwa pemerintah dapat 

berfungsi sebagai entitas yang akuntabel dan responsif 

terhadap kebutuhan publik. 

 

LANDASAN TEORI 

Transparansi Pemerintahan 

Transparansi pemerintahan telah lama dianggap 

sebagai landasan utama dalam tata kelola yang baik dan 

demokratis. Secara konseptual, transparansi mengacu pada 

ketersediaan informasi publik secara terbuka dan akses 

yang mudah bagi masyarakat untuk memahami kebijakan 

dan tindakan pemerintah. Transparansi tidak hanya 

berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai cara 

untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Menurut 

Porumbescu (2015), transparansi menciptakan lingkungan 

yang memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi 

tindakan pemerintah secara objektif dan membuat 

keputusan yang lebih tepat mengenai partisipasi mereka 

dalam proses demokrasi. 

Keterbukaan informasi memfasilitasi proses 

pengambilan keputusan yang lebih inklusif, karena 

masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam 

menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan 

mereka (Chen & Neshkova, 2019). Penelitian yang 

dilakukan oleh Stanimirović (2022) menunjukkan bahwa 

transparansi yang tinggi dalam organisasi publik 

berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan serta 

penurunan tingkat korupsi. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa transparansi berfungsi sebagai pilar fundamental 

dalam upaya membangun kepercayaan antara pemerintah 

dan masyarakat. 

 

Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan 

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu 

elemen penting dalam proses demokrasi yang 

memungkinkan warga negara untuk terlibat secara aktif 

dalam pengambilan keputusan. Partisipasi tidak hanya 

terbatas pada pemungutan suara dalam pemilihan umum, 

tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan seperti 

konsultasi publik, pengajuan aspirasi, dan pengawasan 

terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi yang kuat dari 

masyarakat meningkatkan legitimasi kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah, karena kebijakan tersebut 

dirumuskan dengan memperhatikan kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat. 

Dalam kerangka partisipasi, masyarakat memiliki 

peran untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap 

kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Hal ini 

didukung oleh pandangan bahwa masyarakat berfungsi 

sebagai “mitra” dalam proses pemerintahan, bukan sekadar 

objek dari kebijakan. Ibrahimy et al. (2023) menekankan 

pentingnya partisipasi sebagai faktor utama yang 

mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pemerintahan. 

Selain itu, partisipasi yang tinggi juga meningkatkan 

responsivitas pemerintah dalam menanggapi kebutuhan 

masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih 

inklusif dan efektif. 

 

Peran Kehumasan dalam Pemerintahan 
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Kehumasan dalam konteks pemerintahan adalah 

institusi yang bertugas untuk mengelola arus informasi 

antara pemerintah dan masyarakat. Fungsi utama 

kehumasan adalah mengkomunikasikan kebijakan 

pemerintah secara efektif, baik melalui media massa, 

platform digital, maupun kegiatan langsung di lapangan. 

Dalam konteks yang lebih luas, kehumasan juga 

bertanggung jawab untuk menjaga reputasi pemerintah 

dengan menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan 

mudah dipahami oleh masyarakat (Atta, 2023; Alam et al., 

2018). Oleh karena itu, kehumasan menjadi salah satu 

elemen penting yang dapat meningkatkan transparansi 

melalui manajemen informasi yang baik. 

Di era digital saat ini, peran kehumasan semakin 

kompleks karena harus menghadapi tantangan dalam 

menyebarkan informasi di tengah arus berita yang semakin 

cepat. Kehumasan juga harus mampu beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi informasi agar mampu 

menjangkau masyarakat yang lebih luas. Menurut Alam et 

al. (2018), kehumasan memiliki peran strategis dalam 

membangun hubungan yang positif antara pemerintah dan 

masyarakat dengan cara menyebarluaskan informasi yang 

akurat serta merespons isu-isu yang berkembang di 

masyarakat. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, 

kehumasan harus mampu memberikan pemahaman yang 

komprehensif mengenai kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat. 

 

Peran Jurnalistik sebagai Pengawas Pemerintahan 

Jurnalistik memegang peran penting sebagai salah 

satu pilar demokrasi yang berfungsi untuk menjaga 

akuntabilitas pemerintah. Jurnalis, dalam kapasitas mereka 

sebagai pengawas (watchdog), memiliki tanggung jawab 

untuk memberikan informasi yang akurat, kritis, dan 

objektif kepada masyarakat terkait dengan kebijakan 

publik. Jurnalistik berperan sebagai perantara yang 

memberikan suara kepada masyarakat melalui liputan 

berita, investigasi, dan analisis yang mengkritisi kinerja 

pemerintah (Krah & Mertens, 2020). 

Fungsi jurnalistik sebagai pengawas pemerintah 

tidak hanya mencakup penyebaran informasi, tetapi juga 

edukasi kepada masyarakat terkait hak-hak dan kewajiban 

mereka. Vanacore et al. (2023) menekankan bahwa media 

yang independen dan profesional dapat mendorong 

partisipasi masyarakat dengan cara memberikan wawasan 

yang mendalam mengenai isu-isu kebijakan yang diambil 

oleh pemerintah. Dalam konteks ini, jurnalisme berfungsi 

sebagai penjaga transparansi, yang tidak hanya berfungsi 

untuk menginformasikan, tetapi juga untuk melibatkan 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan 

adanya informasi yang terpercaya dan terverifikasi dari 

media, masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih aktif 

dan kritis dalam proses pemerintahan. 

 

Sinergi antara Kehumasan dan Jurnalistik dalam 

Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi 

Sinergi antara kehumasan dan jurnalistik memiliki 

potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan 

partisipasi masyarakat. Kehumasan, dengan fungsinya 

untuk menyampaikan informasi dari pemerintah kepada 

masyarakat, dapat bekerja sama dengan jurnalistik untuk 

memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, 

relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerja sama ini 

sangat penting dalam era digital, di mana informasi dapat 

menyebar dengan cepat dan luas. Teknologi informasi dan 

komunikasi memungkinkan kedua institusi ini untuk 

bekerja secara sinergis dalam menyediakan akses informasi 

yang mudah diakses oleh publik (Kusi et al., 2020; 

Sanderson et al., 2017). 

Jurnalistik yang berperan sebagai pengawas 

pemerintah dapat memberikan tekanan yang sehat kepada 

institusi kehumasan agar tetap menjaga transparansi dan 

akuntabilitas dalam penyebaran informasi. Sementara itu, 

kehumasan dapat memberikan data dan fakta yang relevan 

kepada media, sehingga liputan yang disajikan oleh jurnalis 

dapat lebih informatif dan objektif. Menurut Sanderson et 

al. (2017), kolaborasi antara kehumasan dan jurnalistik 

memberikan nilai tambah bagi masyarakat karena mereka 

mendapatkan informasi yang kredibel serta mampu 

memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan 

pemerintah. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan akses 

masyarakat terhadap informasi, tetapi juga mendorong 

terciptanya partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan 

berkesinambungan dalam pemerintahan. 

 

Tantangan dalam Menerapkan Transparansi dan 

Partisipasi 

Meskipun transparansi dan partisipasi masyarakat 

memiliki banyak manfaat, penerapan keduanya dalam 

pemerintahan tidak selalu mudah. Salah satu tantangan yang 

dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung 

kegiatan kehumasan dan jurnalistik. Pemerintah sering kali 

memiliki prioritas anggaran yang berbeda, sehingga alokasi 

untuk kegiatan transparansi dan partisipasi mungkin 

terbatas (Thu et al., 2023). Keterbatasan anggaran ini 

mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk 

menyebarkan informasi secara efektif dan merespons 

kebutuhan masyarakat dengan cepat. 

Selain anggaran, tantangan lain yang muncul 

adalah resistensi budaya organisasi. Banyak instansi 

pemerintahan yang masih mempertahankan budaya yang 

cenderung tertutup terhadap informasi publik, yang 

bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi. Budaya 

ini tidak hanya menghambat proses komunikasi antara 

pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menurunkan tingkat 

kepercayaan publik. Kumar (2023) mengemukakan bahwa 

perubahan budaya organisasi adalah salah satu faktor utama 

yang diperlukan untuk mencapai transparansi yang efektif 

dalam pemerintahan. Budaya organisasi yang terbuka dan 

inovatif akan mendorong partisipasi masyarakat serta 

memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga 

negara. 

Berdasarkan landasan teori di atas, jelas bahwa 

kehumasan dan jurnalistik memainkan peran yang sangat 

penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan 

dan partisipatif. Kolaborasi antara keduanya memberikan 

dampak positif yang signifikan terhadap kualitas informasi 

yang disampaikan kepada masyarakat, sekaligus 
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meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan. Meskipun terdapat tantangan 

dalam penerapannya, penting untuk terus mengeksplorasi 

strategi yang efektif dalam kelembagaan kehumasan dan 

jurnalistik untuk memperkuat transparansi dan partisipasi 

masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut 

diperlukan untuk memahami dan mengidentifikasi strategi 

kelembagaan yang mampu meningkatkan transparansi dan 

partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. 

 

METODOLOGI PENENLITIAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi 

strategi kelembagaan kehumasan dan jurnalistik dalam 

meningkatkan transparansi serta partisipasi masyarakat 

dalam pemerintahan. Mengingat kompleksitas peran 

kehumasan dan jurnalistik dalam menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik, pendekatan metode campuran 

(mixed methods) digunakan dalam penelitian ini. 

Pendekatan ini melibatkan metode kualitatif dan kuantitatif 

untuk mengumpulkan data yang beragam dan 

memungkinkan analisis yang komprehensif (Creswell & 

Plano Clark, 2018). Dengan mengombinasikan kedua 

pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu 

menggali secara mendalam persepsi para pemangku 

kepentingan sekaligus menyediakan data empiris yang 

mendukung pemahaman mengenai transparansi dan 

partisipasi dalam pemerintahan. 

 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode campuran 

sebagai pendekatan utama, yang terdiri dari dua tahap: 

penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pendekatan 

ini dipilih untuk menjamin keutuhan dan keluasan hasil 

analisis. Penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi 

mendalam terhadap pandangan, pengalaman, serta praktik 

kehumasan dan jurnalistik dalam konteks pemerintahan, 

sedangkan penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur 

persepsi masyarakat terkait transparansi dan partisipasi 

mereka dalam proses pemerintahan (Creswell, 2014). 

Dengan demikian, metode campuran ini memungkinkan 

peneliti untuk menggabungkan wawasan yang diperoleh 

dari analisis naratif dengan data numerik, yang pada 

gilirannya akan memberikan hasil penelitian yang lebih 

kaya dan holistik. 

 

Desain Penelitian 

Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus yang 

terfokus pada beberapa instansi pemerintahan di tingkat 

daerah yang dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam 

pengelolaan komunikasi publik dan transparansi informasi. 

Studi kasus dipilih untuk mengakomodasi keragaman 

konteks dan karakteristik kelembagaan kehumasan dan 

jurnalistik di masing-masing lokasi (Yin, 2018). Selain itu, 

penelitian ini juga melibatkan survei cross-sectional, yang 

dilakukan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap 

transparansi dan partisipasi dalam pemerintahan. Melalui 

pendekatan studi kasus, penelitian ini berupaya untuk 

menggali informasi mendalam yang dapat memberikan 

wawasan kontekstual mengenai dinamika kehumasan dan 

jurnalistik di dalam pemerintahan (Stake, 2005). 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: 

wawancara mendalam, survei, dan analisis dokumen. 

Masing-masing teknik ini dirancang untuk saling 

melengkapi, sehingga informasi yang diperoleh dari satu 

teknik dapat divalidasi dengan teknik lainnya (triangulasi 

data) (Denzin, 2009).  

• Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan 

dengan pejabat humas, jurnalis, serta beberapa 

pemimpin masyarakat untuk memahami peran dan 

tantangan yang dihadapi kelembagaan kehumasan 

dan jurnalistik dalam menjalankan fungsinya. 

Wawancara ini berbentuk semi-terstruktur, dengan 

panduan topik yang mencakup persepsi tentang 

transparansi, partisipasi, dan praktik komunikasi 

dalam pemerintahan. Wawancara semi-terstruktur 

dipilih untuk memberikan fleksibilitas dalam 

menggali informasi yang mendalam dan 

memastikan bahwa setiap informan dapat 

memberikan pandangan yang komprehensif 

(Kvale, 1996). 

• Survei: Survei dilakukan kepada masyarakat 

umum untuk mengukur persepsi mereka mengenai 

transparansi, kepercayaan terhadap pemerintah, 

dan tingkat partisipasi mereka dalam proses 

pengambilan keputusan publik. Survei ini 

menggunakan skala Likert lima poin untuk 

mengukur sejauh mana masyarakat merasa puas 

dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah, 

serta persepsi mereka terhadap peran jurnalistik 

dalam menciptakan transparansi. Pertanyaan 

survei juga dirancang untuk mengukur peran 

humas dalam memberikan akses informasi yang 

terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. 

Metode ini memberikan gambaran kuantitatif yang 

komprehensif mengenai persepsi publik terhadap 

tata kelola pemerintahan (Porumbescu, 2015). 

• Analisis Dokumen: Analisis dokumen dilakukan 

untuk mengevaluasi kebijakan, laporan, serta 

berbagai publikasi yang dihasilkan oleh institusi 

kehumasan dan jurnalistik pemerintah. Dokumen-

dokumen ini dianalisis dengan tujuan memahami 

bagaimana informasi disajikan kepada publik serta 

melihat tingkat keterbukaan yang ditawarkan oleh 

pemerintah dalam penyebaran informasi (Bowen, 

2009). Selain itu, dokumen-dokumen ini juga 

memberikan gambaran mengenai regulasi yang 

berlaku dan upaya pemerintah untuk memfasilitasi 

transparansi dan partisipasi masyarakat 

(Stanimirović, 2022). 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini meliputi masyarakat 

yang berada di beberapa kabupaten dan kota yang menjadi 

fokus studi kasus, serta pejabat pemerintahan dan jurnalis 

yang berhubungan langsung dengan pengelolaan 
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komunikasi publik. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling untuk wawancara 

dengan informan kunci, yaitu mereka yang dianggap 

memiliki relevansi tinggi dengan topik penelitian (Patton, 

2002). Sedangkan untuk survei masyarakat, digunakan 

teknik simple random sampling yang memungkinkan 

pengambilan sampel secara acak dari populasi masyarakat 

di wilayah yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini 

diharapkan dapat memberikan data yang representatif serta 

memungkinkan generalisasi yang lebih luas terhadap 

persepsi masyarakat di tingkat lokal. 

 

HASIL DAN PEMABAHASAN 

Transparansi dalam Kelembagaan Kehumasan 

Penelitian ini menemukan bahwa kehumasan 

memiliki peran krusial dalam mendorong transparansi di 

pemerintahan daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Buulolo et al. (2022) dan Zulfian et al. (2022), peran 

kelembagaan ini sangat penting dalam memfasilitasi akses 

publik terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan 

dan program pemerintah. Kehumasan bertanggung jawab 

untuk mengkomunikasikan kegiatan pemerintah kepada 

masyarakat, serta menjaga reputasi pemerintah dengan 

menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. 

Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di 

beberapa wilayah menunjukkan bahwa akses terhadap 

informasi yang transparan dapat memperkuat akuntabilitas 

pemerintah daerah (Buulolo et al., 2022; Zulfian et al., 

2022). 

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penguatan peran humas di tingkat lokal tidak hanya 

berkontribusi terhadap keterbukaan informasi, tetapi juga 

mendukung terciptanya pemerintahan yang responsif 

terhadap aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, Gea et al. 

(2023) menemukan bahwa transparansi yang diinisiasi 

melalui praktik kehumasan yang efektif turut meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. Hasil ini 

memperkuat pandangan bahwa pengelolaan informasi yang 

baik oleh humas merupakan salah satu faktor kunci dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

Partisipasi Masyarakat melalui Peran Jurnalistik 

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran 

jurnalistik sebagai saluran utama yang memungkinkan 

masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan 

kebijakan pemerintah. Studi ini menemukan bahwa 

jurnalistik memainkan peran ganda sebagai penyedia 

informasi dan pengawas independen yang memonitor 

kebijakan pemerintah, sebagaimana ditegaskan oleh Harefa 

dan Ndraha (2023). Media jurnalistik memberikan ruang 

bagi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, 

yang pada akhirnya mendorong transparansi dan 

akuntabilitas pemerintah. Hal ini sejalan dengan temuan 

Gulo et al. (2023), yang menunjukkan bahwa jurnalistik 

berperan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik 

melalui liputan yang informatif dan kritis. 

Sebagai pengawas independen, jurnalistik tidak 

hanya memberikan laporan tentang kebijakan yang diambil 

oleh pemerintah, tetapi juga memberikan analisis yang 

mendorong partisipasi masyarakat. Dengan berpartisipasi 

dalam diskusi publik yang difasilitasi oleh media, 

masyarakat menjadi lebih sadar akan hak dan kewajibannya 

sebagai warga negara. Ini menunjukkan bahwa jurnalistik, 

dalam perannya yang kritis, mampu memperkuat kehadiran 

masyarakat dalam proses pemerintahan dan meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan yang diambil oleh 

pemerintah (Caniago et al., 2022; Halawa et al., 2023). 

 

Sinergi Antara Kehumasan dan Jurnalistik 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

sinergi antara kehumasan dan jurnalistik dapat secara 

signifikan meningkatkan transparansi dan partisipasi 

masyarakat dalam pemerintahan. Temuan yang 

diungkapkan oleh Gea et al. (2023) serta Laia et al. (2023) 

mendukung pandangan bahwa kolaborasi antara kedua 

institusi ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap 

informasi yang relevan dan terpercaya. Dalam kerangka ini, 

kehumasan bertugas untuk menyediakan informasi yang 

faktual dan komprehensif kepada jurnalis, yang kemudian 

menyampaikannya kepada publik. Di sisi lain, jurnalistik 

berperan dalam mengkritisi dan memverifikasi informasi 

yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga menjaga 

kredibilitas informasi yang diterima masyarakat. 

Studi kasus di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat yang dilakukan oleh 

Gulo et al. (2023) menunjukkan bahwa kerja sama antara 

kehumasan dan media dapat meningkatkan keterlibatan 

masyarakat dalam mengakses layanan publik. Sinergi ini 

memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi 

yang lebih mendalam mengenai layanan yang disediakan, 

sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap 

pemerintah. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberhasilan 

dalam mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat 

sangat bergantung pada kolaborasi antara kehumasan dan 

jurnalistik dalam menyajikan informasi yang akurat dan 

kredibel. 

 

Tantangan dalam Meningkatkan Transparansi dan 

Partisipasi 

Meskipun hasil penelitian menunjukkan adanya 

manfaat yang signifikan dari transparansi dan partisipasi 

masyarakat, berbagai tantangan juga ditemukan dalam 

implementasi strategi ini. Salah satu tantangan utama adalah 

keterbatasan anggaran yang menghambat kemampuan 

kehumasan dalam menjalankan fungsinya secara efektif. 

Kasih et al. (2022) menunjukkan bahwa alokasi anggaran 

yang terbatas berdampak pada keterbatasan sumber daya 

yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan 

komunikasi publik. Selain itu, resistensi budaya organisasi 

yang anti-transformatif juga menghambat upaya 

transparansi dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan 

temuan Laia et al. (2023), yang menyatakan bahwa banyak 

instansi pemerintah yang enggan membuka akses informasi 

kepada publik karena faktor budaya yang konservatif. 

Selain masalah anggaran dan budaya organisasi, 

penelitian ini juga menemukan bahwa kesenjangan 

teknologi antara pemerintah dan masyarakat menjadi 

tantangan lain dalam meningkatkan transparansi. Halawa et 
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al. (2023) menyoroti bahwa peran teknologi informasi 

sangat penting dalam memfasilitasi akses publik terhadap 

informasi. Namun, masih banyak pemerintah daerah yang 

belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital untuk 

menyebarkan informasi kepada masyarakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan 

transparansi dan partisipasi masyarakat memerlukan 

investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur teknologi 

dan pelatihan sumber daya manusia. 

 

Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa 

transparansi dan partisipasi masyarakat dalam 

pemerintahan bukan hanya sekedar tujuan yang ingin 

dicapai, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat 

hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam 

konteks ini, kehumasan dan jurnalistik memiliki peran 

strategis dalam menjembatani hubungan tersebut melalui 

pengelolaan informasi yang transparan dan akurat. Studi ini 

juga menyoroti pentingnya dukungan kebijakan yang 

mendukung kolaborasi antara kehumasan dan jurnalistik 

serta penggunaan teknologi untuk memfasilitasi akses 

informasi yang lebih luas. Seperti yang diungkapkan oleh 

Waruwu et al. (2023), pendekatan strategis dalam 

memanfaatkan teknologi dapat meningkatkan efektivitas 

pelayanan publik serta mempercepat penyebaran informasi 

di masyarakat. 

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya 

peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, 

yang dapat diperkuat melalui sinergi antara kehumasan dan 

jurnalistik. Dengan mendorong keterlibatan masyarakat, 

pemerintah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan yang 

diambil, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-

benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, 

masyarakat juga perlu didorong untuk berpartisipasi secara 

aktif dalam proses pemerintahan, karena partisipasi yang 

tinggi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih 

responsif dan akuntabel (Ndraha & Uang, 2022). 

Hasil dan pembahasan ini mengungkapkan bahwa 

strategi kelembagaan kehumasan dan jurnalistik yang 

efektif berpotensi untuk meningkatkan transparansi dan 

partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Keberhasilan 

dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan 

partisipatif sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat 

antara kehumasan dan jurnalistik serta dukungan yang 

memadai dari pemerintah dalam hal anggaran, teknologi, 

dan budaya organisasi. Dengan demikian, diperlukan upaya 

yang berkelanjutan untuk memperkuat institusi kehumasan 

dan jurnalistik, sehingga dapat berkontribusi dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini menekankan peran 

penting yang dimainkan oleh kehumasan dan jurnalistik 

dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi 

masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Studi ini 

menyoroti bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat 

adalah elemen fundamental yang tidak hanya berfungsi 

untuk meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga untuk 

membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga 

negara. Dalam konteks ini, kehumasan bertindak sebagai 

pengelola arus informasi dari pemerintah kepada 

masyarakat, sementara jurnalistik berfungsi sebagai 

pengawas independen yang memastikan pemerintah tetap 

bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan. 

Studi ini menemukan bahwa penguatan peran 

kehumasan di pemerintahan daerah tidak hanya 

berkontribusi terhadap keterbukaan informasi, tetapi juga 

mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif dan 

akuntabel. Sebagaimana ditunjukkan oleh Buulolo et al. 

(2022) dan Zulfian et al. (2022), peran kelembagaan 

kehumasan dalam memfasilitasi akses publik terhadap 

informasi menunjukkan bahwa transparansi yang tinggi 

dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan 

publik. Selanjutnya, hasil penelitian oleh Gea et al. (2023) 

menunjukkan bahwa upaya transparansi yang dilakukan 

oleh humas berperan penting dalam membangun 

kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. 

Di sisi lain, jurnalistik juga memiliki peran penting 

sebagai penjaga demokrasi yang memberikan ruang bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan 

kebijakan publik. Media jurnalistik tidak hanya 

menyebarkan informasi mengenai kebijakan pemerintah, 

tetapi juga memberikan pandangan kritis dan analisis yang 

membantu masyarakat memahami dan terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan. Sebagaimana dicatat oleh Caniago 

et al. (2022) dan Halawa et al. (2023), jurnalistik yang 

independen dan obyektif memainkan peran kunci dalam 

memastikan bahwa pemerintah tetap transparan dan 

bertanggung jawab terhadap masyarakat. 
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